kesalahan prosedur sebagai unsur melawan hukum dan
penyalahgunaan kewenangan dalam arti pidana.

. Saran

. Dalam setiap perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan
keputusan bisnis direksi BUMN seharusnya penyidik memerhatikan
ketentuan business judgment rule agar dapat menentukan upaya
hukum apa yang tepat atas keputusannya yang merugikan perseroan
apakah masuk dalam lingkup perdata atau pidana sehingga setiap
direksi BUMN dapat di proses secara adil.

. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum publk
dan privat utamanya menyangkut keuangan negara dan keuangan
perseroan. Peningkatan dan penguatan kualitas aparat penegak hukum
melalui seminar atau pelatihan. Perlu ditambahkan ketentuan doktrin
business judgment rule secara teknis pada peraturan Menteri BUMN
tentang tata Kelola perusahaan yang baik agar pertanggungjawaban

dan perlindungan direksi BUMN menjadi seimbang.
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